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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Labuha  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai talak, antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Galala, 10 Maret 1992 (umur 28) tahun, agama

Islam,  pekerjaan  Petani,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  XXXX,  sebagai

Pemohon;

Melawan

XXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Ori  Makurunga,  10  Maret  1978  (umur  42)

tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,

Pendidikan Strata I,  tempat kediaman di XXXX, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam surat  permohonannya  tanggal  07

Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Labuha dengan  Nomor

36/Pdt.G/2021/PA.Lbh,  tanggal  18  Januari  2021,  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:
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1. Bahwa  pada  tanggal  09  Mei  2015,  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Mandioli Selatan,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX, tertanggal

09 Mei 2015; 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

kediaman bersama selama 6 tahun dan belum di karuniai anak; 

3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

tidak harmonis disebabkan karena : 

3.1Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon

dan  Termohon  belum  memiliki  keturunan  sehingga  Pemohon  sudah

mencoba bersabar namun tidak berhasil; 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 terjadi

pertengkaran masalah yang sama;   

5. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi  Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975, dan untuk itu  Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini; 

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  

    Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut  Pemohon memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i

Terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan  yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
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menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasa hukumnya  meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut yang  relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah berupaya  secara  sungguh-sungguh  dalam

menasehati Pemohon agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan Termohon,

tetapi  Pemohon tetap pada dalil-dalil  permohonannya  untuk bercerai dengan

Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi  dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan  dengan  membacakan surat permohonan

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Pemoho;

Bahwa untuk menguatkan  dalil-dalil gugatan Permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :  XXXX

tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil,  Kabupaten Halmahera Selatan, bukti  surat tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXXXTanggal  09  Mei

2015,yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  urusan  Agama (KUA)  Kecamatan

Mandioli  Selatan,  Kabupaten  Halmahera  Selatan  Bukti  surat  tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B. Saksi:
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1. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tukang

ojeg,  tempat  kediaman  di  XXXX, di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi  kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Pemohon adalah sepupu saksi;

 Bahwa  Pemohon dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang

menikah Tahun 2015 di Kecamatan Mandioli Selatan;

 Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah orangtua Pemohon, setalah itu pindah ke rumah milih sendiri

selama 6 Tahun, lalu pisah;

 Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

 Bahwa, Awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah

tidak harmonis lagi;

 Bahwa,  Penyebabnya  karena  Pemohon  dan  Termohon

belum  dikaruniai  anak,  selain  itu  Termohon  tidak  menghargai

Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah kepada Pemohon

karena Pemohon memang belum punya pekerjaan yang tetap;

 Bahwa  ,saksi  pernah  melihat  langsung  Pemohon  dan

Termohon  bertengkar  karena  masalah  Termohon  belum  bisa

memberikan keturunan untuk Pemohon;

 Bhawa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

sejak akhir  Tahun 2020 dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai

layaknya suami isteri;

 Bahwa  saksi  sudah  pernah  menasehati  Pemohon  untuk

tetap membina rumah tangganya, tetapi Pemohon sudah tidak mau

lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang

Ojeg,  tempat  kediaman  di  XXXX,di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi  kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Pemohon adalah Teman saksi;
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 Bahwa  Pemohon dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang

menikah Tahun 2015 di Kecamatan Mandioli Selatan;

 Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah orangtua Pemohon, setalah itu pindah ke rumah milih sendiri

selama 6 Tahun, lalu pisah;

 Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

 Bahwa, Awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah

tidak harmonis lagi;

 Bahwa,  Penyebabnya  karena  Pemohon  dan  Termohon

belum  dikaruniai  anak,  selain  itu  Termohon  tidak  menghargai

Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah kepada Pemohon

karena Pemohon memang belum punya pekerjaan yang tetap;

 Bahwa  ,saksi  pernah  melihat  langsung  Pemohon  dan

Termohon  bertengkar  karena  masalah  Termohon  belum  bisa

memberikan keturunan untuk Pemohon;

 Bahwa,Pemohon  dan  Termohon  sempat  pisah  ranjang

sekitar 1(satu) tahun;

 Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

sejak  akhir  tahun  2020  dan  tanpa  menjalankan  kewajiban  sebagai

layaknya suami isteri;

 Bahwa  saksi  sudah  pernah  menasehati  Pemohon  untuk

tetap membina rumah tangganya, tetapi Pemohon sudah tidak mau

lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

 Bahwa  saksi  sudah  pernah  menasehati  Pemohon  untuk

tetap membina rumah tangganya, tetapi Pemohon sudah tidak mau

lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa  atas  keterangan kedua  orang  saksi  tersebut  Pemohon

membenarkannya dan  tidak  keberatan  sedangkan  Termohon  tidak  dapat

didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada dalil permohonannya, serta  mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-

hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana teruai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohoon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang  dipanggil secara resmi dan  patut

akan tetapi tidak  datang menghadap harus dinyatakan tidak  hadir dan dalil

Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  maka putusan atas perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa  hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang  dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena  itu majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan dalil  angka 1  s/d  5,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk)

membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan

Akta Nikah) membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan

Termohon,  bukti-bukti  tertulis  tersebut  adalah  akta  otentik,  dikeluarkan  oleh

pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan

aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah  oleh Termohon,

oleh karena itu telah sesuai  dengan kehendak Pasal  285 Rbg  Juntco  Pasal

1868  KUH Perdata  sehingga  memiliki  nilai  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat.
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Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  Pemohon  telah  memberikan

keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim

menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi

sesuai ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi  Pemohon merupakan keluarga

dan teman dekat  Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan bukan  orang

yang  tidak  dilarang  untuk  didengar keterangannya dan Majelis Hakim menilai

bahwa keterangan  kedua  saksi  tersebut  berdasarkan  atas  pengetahuannya,

saling berkaitan satu sama lain  dan relevan terhadap dalil-dalil  permohonan

Pemohon tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon

dan  Termohon  yang  mengakibatkan  pisah  rumah  sejak  akhir  tahun  2020,

terhadap  Pemohon  dan  Termohon  keluarga  telah  berusaha  menasihati  dan

mendamaikan namun Pemohon  tetap bersikukuh ingin bercerai,  keterangan

dua  orang  saksi  Pemohon  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana

dikehendaki  Pasal  308 dan Pasal  309 Rbg  Juntco  Pasal  1907 ayat (1) dan

Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai

pembuktian.  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah  keluarga

dan teman dekat dari Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon  adalah  suami isteri,  menikah tahun 2015

di Kecamatan Mandioli Selatan;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

orangtua Pemohon, setalah itu pindah ke rumah milih sendiri;

4. Bahwa  selama  berumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  belum

dikaruniai;

5. Bahwa   awalnya   rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon   rukun  dan

harmonis, namun sejak tahun 2020, mereka sudah tidak rukun lagi, antara

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang  disebabkan  belum  dikaruniai  anak,  Termohon  tidak  menghargai
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Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah kepada Pemohon karena

Pemohon memang belum punya pekerjaan yang tetap;

6. Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan serta pertengkaran mereka

melihat sendiri;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akhir tahun 2020;

8. Bahwa para saksi  sudah berusaha mendamaikan mereka,  namun tidak

berhasil;

9. Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  keduanya,  karena

Pemohon telah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang sah dan

belum dikaruniai anak;

2. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  sering  berselisih  dan

bertengkar secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak akhir tahun

2020  dan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  saling

memperdulikan satu sama lain;

3. Bahwa Pemohon telah dinasehati dan dianjurkan agar hidup rukun kembali

dengan Termohon untuk membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  hukum Islam yang  tersurat

dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

         
           

artinya,  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

bagi  kaum  yang  berfikir”  dan  ketentuan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 tentang Perkawinan,  sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah

ikatan lahir   dan batin  antara  seorang pria  dengan seorang wanita  dengan

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)  yang kekal  dan bahagia
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

yang  menyebutkan  bahwa  “Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah”,   karenanya  jika  antara

Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan

bertengkar,   bahkan  keduanya  sudah  berpisah  rumah  akhir  tahun  2020,

menandakan  bahwa  antara  keduanya  sudah  tidak  ada  lagi   sikap  saling

mencintai,  saling  pengertian  dan  saling  melindungi,  apalagi  Pemohon  telah

menyatakan  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  melanjutkan  rumah  tangganya

dengan Termohon,  sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh

ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi

saran  kepada  Pemohon  untuk  mengurungkan  niatnya  bercerai  namun

Pemohon  tetap  bersikeras  untuk  bercerai,  hal  ini  membuktikan  bahwa

Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon

dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon dan

sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagaimana  dikehendaki  Pasal  33  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,  jo.

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun

batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian

maka menjadi  jelaslah  bahwa rumah tangga Pemohon dan  Termohon  telah

pecah (marriage breakdown), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali. 

Menimbang,  bahwa  dengan  keadaan  sebagaimana  dipertimbangkan  di

atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan: 

Artinya:  Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan  rumah

tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan

perdamaian  di  mana  hubungan  suami  isteri  telah  hampa,  karenanya
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meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara

yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa

keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83)

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kemudharatan  harus  dihindari,

maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan

cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik

dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Pemohon  untuk  melanjutkan  dan

mengusahakan  kehidupan  yang  lebih  berkualitas  baik  dari  segi  fisik,  psikis

maupun sosial  dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim

memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah

tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon

dan Termohon sebagaimana tersebut di  atas, berarti  alasan perceraian yang

diajukan Pemohon harus  dianggap telah memenuhi  ketentuan sebagaimana

diatur  dalam Penjelasan Pasal  39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti  sesuai

dengan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal

31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai

tasrih bi ihsan,  maka Permohonan Pemohon mempunyai   dasar hukum dan

beralasan, maka  Permohonan  Pemohon  sudah  sepatutnya  dikabulkan,

dengan  memberi  ijin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  Roj’i

terhadap Termohon  di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa  perceraian  termasuk  dalam  lingkup  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989 sebagaimana telah  diubah kedua  kalinya  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini  dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan  tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj’i

terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Membebankan kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 419.000,- (Empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Labuha pada  hari Rabu  tanggal 10 Februari  2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah,  oleh kami

Miradiana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H., dan Fuad

Hasan,  S.Sy., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riko

Eng, S.H.I.,  sebagai  Panitera Pengganti,  serta dihadiri  oleh  Pemohon tanpa

hadirnya  Termohon;

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

                           Ketua Majelis,

                        Miradiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
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Fuad Hasan, S.Sy.
                     Panitera Pengganti,

                    Riko Eng, S.H.I
Perincian Biaya Perkara :     

1. Biaya Pendaftaran                        : Rp.  30.000,-

2. Biaya proses            : Rp.  50.000,-

3. Biaya Panggilan  : Rp. 300.000,-

4. Biaya PNBP panggilan Pemohon : Rp.   10.000,-

5. Biaya PNBP panggilan Termohon : Rp.   10.000,- 

6. Biya Redaksi            : Rp.   10.000,-

7. Meterai                       : Rp.    9.000,-

 Jumlah                       : Rp.  419.000,- 

 (Empat ratus sembilan belas ribu rupiah) 
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